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MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANCAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR  26/PMK.08/2007
TENTANG

LELANG SURAT UTANG NEGARA DI PASAR PERDANA

MEN’I'ERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

b.

bahwa dengan telah ditetapkannya Sistem Dealer Utama dan
untuk lebih meningkatkan pengembangan pasar Surat Utang
Negara serta memberikan kepastian hukum dalam rangka
pelaksanaan Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana, perlu
dilakukan pengaturan kembali tentang Lelang Surat Utang
Negara di Pasar Perdana sebagaimana telah diatur sebelumnya
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.06/2005
tentang Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
81/ PMK.06/2005;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana;

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4236);

Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 66/KMK.01 / 2003 tentang
Penunjukan Bank Indonesia Sebagai Agen Untuk Melaksanakan
Lelang Surat Utang Negara Di Pasar Perdana;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.06/2005 tentang
Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana sebagaimana telah

diubah  dengan  Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor
81/ PMK.06/2005;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK. 08/ 2006 tentang

Sistem Dealer Utama;
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG LELANG SURAT
UTANG NEGARA DI PASAR PERDANA.

BAB1
KETENTUAN UMUM
Tasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat
pengakuan utang sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang Nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara,

yang terdiri atas Surat Perbendaharaan Negara dan Obligasi
Negara.

2. Surat Perbendaharaan Negara adalah Surat Utang Negara
yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan
dengan pembayaran bunga secara diskonto.

3. Obligasi Negara adalah Surat Utang Negara yang berjangka
waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau
dengan pembayaran bunga secara diskonto.

4, Lelang Surat Utang Negara adalah penjualan Surat Utang
Negara yang diikuti oleh Peserta Lelang dan Bank Indonesia
atau hanya diikuti oleh Peserta Lelang, dengan cara
mengajukan  penawaran pembelian kompetitif dan/atau
penawaran pembelian nonkompetitif dalam suatu periode
waktu penawaran yang telah ditentukan dan diumumkan
sebelumnya.

5. Peserta Lelang adalah Bank atau Perusahaan Efek yang
ditunjuk. Menteri  Keuangan sebagai Dealer Utama
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 144/PMK,08/2006 tentang Sistem Dealer Utama.

6. Tmbal Hasil (Yield) adalah keuntungan yang diharapkan oleh
investor dalam persentase per tahun.

7. Penawaran Pembelian Kompetitif (Competitive Bidding) adalah
pengajuan penawaran pembelian dengan mencantumkan
volume dan tingkat Imbal Hasil (Yield) yang diinginkan
penawar.



9,

10.

11

12.

13.

MENTER! KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
-3~

Penawaran Pembelian Nonkompetitif (Non Competitive
Bidding) adalah pengajuan penawaran pembelian dengan
mencantumkan volume tanpa tingkat Imbal Hasil (Yield) yang
diinginkan penawar.

Harga Beragam {(Multiple Price) adalah harga yang dibayarkan
oleh masing-masing pemenang lelang sesuai dengan harga
penawaran yang diajukannya.

Harga Setelmen adalah harga yang harus dibayarkan atas
lelang Surat Utang Negara yang dimenangkan, sebesar harga
yang diajukan dalam Penawaran Lelang (clean price) ditambah
bunga berjalan (nccrued inferest).

.Setelmen adalah penyelesaian transaksi Surat Utang Negara

yang terdiri dari setelmen dana dan setelmen kepemilikan
Surat Utang Negara.

Pihak adalah orang perseorangan, atau kumpulan orang dan/
atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan
hukum maupun bukan badan hukum, atau Bank Indonesia.

Harga Rata-rata Tertimbang (Weighted Average Price) adalah
harga yang dihitung dari hasil bagi antara jumlah dari
perkalian masing-masing volume Surat Utang Negara dengan
harga yang dimenangkan dan total volume Surat Utang
Negara yang terjual.

BABII
KETENTUAN LELANG

Pasal 2

(1) Setiap Pihak dapat membeli Surat Utang Negara di Pasar

Perdana.

(2) Pembelian Surat Utang Negara secara lelang di Pasar Perdana

cleh Pihak selain Bank Indonesia dilakukan melalui Peserta
Lelang.

(3) Bank Indonesia dapat membeli Surat Utang Negara di Pasar

Perdana hanya untuk Surat Perbendaharaan Negara.

(4) Pembelian Surat Perbendaharaan Negara oleh Bank Indonesia

secbagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya untuk dan atas
nama dirinya sendiri.
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Pasal 3

(1) Penawaran pembelian dalam Lelang Surat Utang Negara
dapat dilakukan dengan cara kompetitif dan/atau cara
nonkompetitif,

(2) Penetapan harga Surat Utang Negara bagi pemenang lelang
dengan Penawaran Pembelian Kompetitif dilakukan dengan
metode Harga Beragam (Multiple Price),

(3) Penetapan harga Surat Utang Negara bagi pemenang lelang
dengan Penawaran Pembelian Nonkompetitif dilakukan
berdasarkan Harga Rata-rata Tertimbang (Weighted Average
Price} hasil lelang Penawaran Pembelian Kompetitif
(Competitive Bidding).

Pasal 4

(1) Jenis, tanggal jatuh tempo, target indikatif, tanggal lelang, dan
persentase alokasi bagi Penawaran Pembelian Nonkompetitif
untuk Surat Utang Negara yang akan ditawarkan ditentukan
oleh Menteri Keuangan sebelum pelaksanaan Lelang Surat
Utang Negara.

(2) Pelaksanaan penentuan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan
Utang.

~ Pasal 5

(1) Bank Indonesia hanya dapat melakukan penawaran pembelian
Surat Perbendaharaan Negara dengan cara nonkompetitif.

(2) Peserta Lelang yang melakukan penawaran pembelian Surat
Utang Negara untuk dan atas nama dirinya dan atau melalui
Peserta Lelang lain, hanya dapat melakukan penawaran
pembelian dengan cara kompetitif.

(3) Peserta Lelang yang melakukan penawaran pembelian Surat
Perbendaharaan Negara untuk dan atas nama Pihak selain
Bank Indonesia, hanya dapat melakukan penawaran
pembelian dengan cara kompetitif, '

(4) Peserta Lelang vang melakukan penawaran pembelian
Obligasi Negara untuk dan atas nama Pihak selain Bank
Indonesia, dapat melakukan penawaran pembelian dengan
cara kompetitif dan/atau nonkompetitif. :
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Pasal 6

Menteri Keuangan berhak menolak seluruh atau sebagian dari
penawaran pembelian Surat Utang Negara.

Pasal 7

(1) Jangka waktu Surat Perbendaharaan Negara dinyatakan
dalam jumlah hari sebenarnya dan dihitung dari tanggal
Setelmen sampai dengan tanggal jatuh tempo.

(2) Perhitungan Harga Setelmen per unit Surat Perbendaharaan
Negara dilakukan Dberdasarkan formula sebagaimana
ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 8

(1) Jumlah hari bunga (day count) untuk perhitungan bunga
berjalan (accried inferest) menggunakan basis jumlah hari
bunga sebenarnya (actual per actual).

(2) Perhitungan Harga Setelmen per unit Obligasi Negara
dilakukan berdasarkan formula sebagaimana ditetapkan
dalam Lampiran Il Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 9

(1) Agen lelang melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Mengumumkan rencana Lelang Surat Utang Negara yang
memuat sekurang-kurangnya waktu pelaksanaan lelang
Surat Utang Negara, nama Peserta Lelang, jurnlah indikatif
Surat Utang Negara yang ditawarkan, jangka waktu Surat
Utang Negara, tanggal penerbitan, tanggal setelmen,
tanggal jatuh tempo, mata uang dan waktu pengumuman
hasil lelang Surat Utang Negara;

b. melaksanakan Lelang Surat Utang Negara;

¢, menyampaikan hasil penawaran Lelang Surat Utang
Negara kepada Menteri Keuangan;

d. mengumumkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai
pemenang Lelang Surat Utang Negara kepada Peserta
Lelang.
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(2) Pengumuman keputusan pemenang Lelang Surat Utang
Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d untuk
masing-masing Peserta Lelang sekurang-kurangnya meliputi;

a. Nama pemenang;
I, Nilai Nominal;
¢. Tingkat diskonto/ Imbal Hasil (Yield).

(3) Agen lelang mengumumkan hasil lelang Surat Utang Negara
kepada Peserta Lelang dan publik pada hari pelaksanaan
Lelang Surat Utang Negara sekurang-kurangnya meliputi:

a. kuantitas lelang secara keseluruhan;

b. rata-rata tertimbang tingkat diskonto/ Yield;

Pasal 10

Dalam hal Bank Indonesia bertindak sebagai agen Lelang Surat
Utang Negara, ketentuan lebih lanjut mengenai teknis
pelaksanaan Lelang Surat Utang Negara mengikuti ketentuan
vang ditetapkan oleh Bank Indonesia. -

Pasal 11
(1) Menteri Keuangan menetapkan hasil Lelang Surat Utang

Negara.

(2) Dalam hal Menteri Keuangan berhalangan, hasil Lelang Surat
Utang Negara ditetapkan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang
dan dilaporkan kepada Menteri Keuangan.

BAB IIT

SETELMEN SURAT UTANG NEGARA

Pasal 12

(1) Setelmen lelang Surat Perbendaharaan Negara dilakukan pada
hari kerja berikutnya setelah hart pelaksanaan lelang (T+1).

(2) Setelmen lelang Obligasi Negara dilakukan paling lambat 5
(lima) hari kerja setelah pengumuman hasil pemenang lelang
Obligast Negara (T+5).
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Pasal 13

Peserta Lelang yang dinyatakan menang bertanggungjawab
terhadap setelmen seluruh penawaran yang dinyatakan menang
baik atas nama dirinya sendiri maupun atas nama Pihak selain
Bank Indonesia pada tanggal setelmen.

Pasal 14

(1) Dalam hal Peserta Lelang yang memenangkan Lelang Surat
Utang Negara tidak melunasi seluruh kewajibannya sampai
dengan batas akhir tanggal Setelmen atau saldo giro rupiah
Bank yang ditunjuk sebagai bank pembayar di Bank Indonesia
tidak mencukupi untuk Setelmen, seluruh hasil Lelang Surat
Utang Negara yang setelmennya dilakukan melalui Bank
tersebut dinyatakan batal.

(2) Terhadap setiap pembatalan transaksi Lelang Surat Utang
Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peserta Lelang
dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti Lelang Surat Utang
Negara sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Setelmen
Surat Utang Negara mengikuti ketentuan yang ditetapkan Bank
Indonesia.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

IPasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, surat
penunjukan sebagai Peserta Lelang Surat Utang Negara di Pasar
Perdana berdasarkan  Peraturan Menteri Keuangan Nomor
45/PMK.06/2005 tentang Lelang Surat Utang Negara di Pasar
Perdana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 81/PMK.06/2005, dinyatakan tidak berlaku
lagi.
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BABV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku, Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 45/ PMK.06/2005 tentang Lelang Surat
Utang Negara di Pasar Perdana sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.06/2005, dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman
Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam
Berita Negara Republik Indonesia. '

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2007

MENTERI KEUANGAN
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LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
. NOMOR 26 /PMK.08/2007 TENTANG

LELANG SURAT UTANG NEGARA DI
PASAR PERDANA
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PERHITUNGAN HARGA SETELMEN SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA

Cara perhitungan Harga Setelmen per unit Surat Perbendaharaan Negara (SPN) adalah
sebagai berikut:

Pspn = W“N——"—

[ D ]

L] i oo

\"" 365
dimana,
Psen = Harga Setelmen per unit SPN;
N = nilai nominal SPN per unit;
i = Yield dalam persentase, sampai dengan 5 (lima) desimal dengan kelipatan

0,03125 atau — ;

32

D = jumlah hari sebenarnya (actial days) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah

tanggal Setelmen sampai dengan tanggal jatuh tempo.
Harga Setelmen dibulatkan ke dalam rupiah penuh, dengan ketentuan apabila dibawah
dan sama dengan 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi nol, sedangkan di atas 50
{{ima puluh) sen dibulatkan menjadi Rp1,00 (satu rupiah}.

Contoh Penghitungan Harga Setelmen SPN

Pada tanggal 19 Februari 2003, Pemerintah menerbitkan SPN dengan nilai nominal per
unit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). SPN ini jatuh tempo pada tanggal 19 Maret 2003.
Jika Yield yang disepakati sebesar 12,00000% (dua belas persen) dan Setelmen dilakukan
pada tanggal 19 Februari 2003, maka Harga Setelmen per unit SPN dihitung sebagai
berikut: :

N = Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
i = 12,00000% (dua belas persen);
D = 28 (dua puluh delapan) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya yang dihitung
sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal Setelmen (20 Februari 2003) sampai
dengan tanggal jatuh tempo (19 Maret 2003);
Rp1.000,000,00
Pepn =

1+ [1 2,00000% x 28}
1365

= Rp990.878,49
Rp990.878,00

u



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-

Jadi Harga Setelmen per unit SPN setelah dibulatkan adalah Rp990.878,00 (sembilan
ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah).

MENTERI KEUANGAN

Salinan sesuai dengan aslinya, ttd
Kepala Biro Umum
b SRIMULY ANI INDRAWATI

Jagran T.U. Departemen




LAMPIRANTI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 76 /PMKO8/2007 TENTANG
LELANG SURAT UTANG NMNEGARA Di
PASAR PERDANA
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PERHITUNGAN HARGA SETELMEN OBLIGASI NEGARA

L

II.

Harga Setclmen Obligasi Negara Dengan Kupon

Cara perhitungan Harga Setelmen per unit Obligasi Negara dengan kupon adalah
sebagai berikut:

Langkah 1 :{larga bersih (clean price) per unit dihitung sebagai berikut:
" 1 f N

. . .
P = ,N___...,.___ + Z_,________I:]________ M[ka.le

e e N

A

dimana bunga berjalan {(accrued interest) per unit dihitung sebagai berikut:
Al = NxZx2
n E
Langkah 2 :Harga Setelmen per unit dihitung sebagai berikut:
Px =P+ Al
Harga Setelmen Obligasi Negara Tanpa Kupon (Zero Coupon Bonds)

Cara perhitungan Ilarga Setelmen per unit Obligasi Negara tanpa kupon adalah
sebagai berikut:

N
Pz = —5

(l+1)3(,3

dimana, _

Px = Harga Setelmen per unit Obligasi Negara dengan kupon;

P, = Harga Setelmen per unit Obligasi Negara tanpa kupon;

P = harga bersih {clean price) per unit Obligasi Negara dengan kupon;

Al = bunga berjalan (accrued interest) pef unit Obligasi Negara dengan kupon;
N = nilai nominal Cjbligasi Negara per unit;

D = jumlah hari sebenarnya (actual days) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah
tanggal Setelmen sampai dengan tanggal jatuh tempo;

a = jumlah hari sebenarnya (actual days) dihitung dari 1 (satu) hari sesudah
tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal Setelmen;

¢ = tingkat kupon (coupon rate);
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d = jumlah hari sebenarnya (actual days) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah
tanggal Selelmen sampai dengan tanggal pembayaran kupon berikutnya;

E = jumlah hari sebenarnya (actual days) yang dihitung sejak 1 {satu) hari sesudah
tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal pembayaran
kupon berikutnya, dimana pelaksanaan Setelmen terjadi;

I = Imbal Hasil sampai jatuh tempo (yield to maturity) dalam persentase, sampai
1

bl
32

dengan 5 (lima) desimal, dengan kelipatan 0,03125 atau

= 1,2,3, .., F

= jumlah frekuensi pembayaran kupon yang tersisa dari tanggal Setelmen
sampai dengan tanggal jatuh tempo;

n = frekuensi pembayaran kupon dalam setahun.

Harga bersih (clean price) dan bunga berjalan (accrued inferest) masing-masing
dibulatkan ke dalam rupiah penuh, dengan ketentuan apabila dibawah dar sama
dengan 50 {lima puluh) sen dibulatkan menjadi nol, sedangkan di atas 50 (lima
puluh) sen dibulatkan menjadi Rp1,00 (satu rupiah).

Contoh Penghitungan Farga Setelmen Obligasi Negara Dengan Kupon

Pada tanggal 19 Februari 2003, Pemerintah menerbitkan Obligasi Negara dengan nilai
nominal per unit Rp1.000.000,00 {(satu juta rupiah) dan dengan kupon sebesar 12,00% (dua
belas persen) per tahun. Obligasi Negara ini jatuh tempo pada tanggal 15 Februari 2005
dan kupon dibayarkan di belakang pada tanggal 15 Februari dan 15 Agustus setiap
tahunnya. Jika yield to maturily yang disepakati sebesar 12,50000% (dua belas koma lima
nol persen) dan Setelmen dilakukan pada tanggal 19 Februari 2003, maka Harga Setelmen
per unit Obligasi Negara dihitung dengan langkah-langkah sebagai berikut:

N = Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
1= 12,50000% (dua belas koma lima nol persen);
¢ = 12,00% (dua belas persen);

a = 4 (empat) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya (actual days) yang dihitung sejak 1
(satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon (16 Februari 2003) sampai
dengan tanggal Setelmen (19 Februari 2003);

d = 177 (seratus tujuh puluh tujuh) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya (actual days)
yang dihitung scjak 1 (satu} hari sesudah tanggal Setelmen (20 Februari 2003)
sampai dengan tanggal pembayaran kupon berikutnya (15 Agustus 2003);

E = 181 (seratus delapan puluh satu) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya (actual days)
yang dihitung sejak ‘1 (satu) bari sesudah tanggal dimulainya periode kupon
sampai dengan tanggal pembayaran kupon berikutnya, dimana pelaksanaan
Setelmen terjadi (16 Februari 2003 sampai dengan 15 Agustus 2003);

n = 2 (dua) kali dalam satu tahun (semiannually), yaitu setiap tanggal 15 Februari dan
15 Agustus;
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F = 4 (empat) kali, yaitu jumlah pembayaran kupon yang terjadi dati tanggal Setelmen
sampai dengan tanggal jatuh tempo (19 Februari 2003 sampai dengan 15 Februari
2005);

Langkah 1: Harga bersih (clean price) per unit dihitung sebagai berikut:
{ 1T

Rp1.000.000,00

1]
Rp1.000.000,00 x 1230/“

P = +
12,50000% {131 12,50000% {7t
1 2200 0 8 181 1+ RSl __,._,E 18l
L. 2 J L 2
- v, . "
Rp1.000.000,00x 1“;0 > Rp1.000.000,00% -2 20%
-+ - ‘]" — 2 X
12,50000% 2’“‘"'?] 12,50000% b )
A § 181 | g S22 /o 181
2 2
:
sty
Rp1.000.000,00x | 270% bovn 4
+ 4 ~(Rpl.000.000,00>< = XTS_J
(. .1_2_3__5_999929j.“"“rw
2

Rp785.716,91 + Rp206.998,81 - Rp1.325,97
Rp991.389,75
Rp991.390,00

Jadi harga bersih per unit Obligasi Negara setelah dibulatkan adalah Rp991.390,00
(sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).

1

It

u

Dimana bunga berjalan (accrued interest) per unit dihitung sebagai berikut:

12,00% 4

Al Rp1.000.000,00 x -———x—
2 181

il

Rp1.325,97
Rp1.326,00

Jadi bunga berjalan per unit Obligasi Negara setelah dibulatkan adalah Rp1.326,00 (seribu
tiga ratus dua puluh enam rupiah).

u

Langkah 2: Harga Setelmen per unit dihitung sebagai berikut:
Pk = Rp991.390,00 + Rp1.326,00
Rp992.716,00

Jadi Harga Setelmen per unit Obligasi Negara setelah dibulatkan adalah Rp992.716,00
(sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus enam belas rupiah).





